PERATURAN DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

PROVINSI' SULAWESI UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2015

{}%&z&% - TENTANG
f«f‘ "

ANGGAR@;I PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
S TAHUN ANGGARAN 2016

- Menimbang

szf;

DENGA@@R;QHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUANA TALAUD,

b.

Undang Nomor"‘Q;’T“"?'f”i‘.ln 2015 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang—'(i‘fndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

(DPRD) bersam;“ quau Kepulauan Talaud telah
menyempurnakan Rancangan Peratura.n Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Beiarya Daerah (APBD) Tahun

Anggaran 2016, sesu \A{%%
Sulawesi Utara Nomor 33% r‘fxfl‘ahun 2015 tentang Hasil
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Talaud tentang .Anggaran' Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan

Peraturan Bupati Kepulauan Talaud tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja 'Daerah ~Tahun
Anggaran 2016 |

bahwa penyempurnaan sebagannana dimaksud dalam
huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD
Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2016




tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan
Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Talaud
Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1’ Undang—Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang

“Pcmbentuka.n Kabupatcn Kepulauan Talaud di Provinsi

GSulawes1 Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia

*s:am ;‘*’
i Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Q‘Wg’

Ri@ ub}

2. Undan -Unda.ng Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuanganﬁlﬁgﬁegara (Lemﬁaran Negara Republik Indonesia

Indonesia Nomor 2183);

! :;: omor 47, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk qIndcanesna Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
.;4*

Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tah n 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

s

Negara Repubgﬁk Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-Undang,;LN mieFy 15 Tahun 2004 tentang

’ys

Pemeriksaan Pengq Jaan dan Tanggung jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66 fﬂéﬁl%ahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomog 4400),

5. Undang-Undeng Nomor fg ;I‘a.hun 2004 tentang Sistem
Perencanaarn Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 7004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun n004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik
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14.

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembar.
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang- Nomor 12 Tahun 2011 fentaJ
Pembentukan Peraturan _Perundang—Undange
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201
Nomor 82, Témbahan Lembaran Negara Republ:
Indonesia Nomor 5234);

'Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Des
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201

Indonesia Nomor 5495);

\ @&Nomor 7, Tambahan ‘Lembaran Negara Republi

B 104Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentany

Pemerintah  Daerah (Lembaran Negara Repubiil

(T .
M{Manv &1&1 Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembarar

.Negaggﬁ?Republm Indonesia Nomor 5234) sebagaimana

telah diuggz% dengan Undang—Undang Nomor 9 Tahun

2015&»?«;;,9%1:1 ang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara

Republiﬁ“‘ilg%dgnesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Nega{%%RepubliI{ Indonesia Nomor 5679) ;

i

Tahun 2001 Nomog#1 18, T%b%m Lembaran Negara
Prachey

7

Republik Indonesia N og;ﬁgr@i 3§;) ;

- Peraturan Pemerintah ﬁomor466 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Iemba?g"%ﬁ%ﬁegara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
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Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonema Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
N Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

; R‘Lembarm Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
« 1 g;feraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedo an Pembinaan dan'Pengawasan Penyelenggaraan

18. Pela%‘mman Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembaglan; Urusan Pemerintahan Antara Pemenntah,

Peme»( ah‘\agxg.) Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabypaten /Kota;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Ige
Negara Repu?hk Indonesxa Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Leémbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972);

20. Peraturan Pemerintah:

Rakyat;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran 'Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2010 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4028); |

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia




Republik Indonesia Nomor 5272) !

.
)

24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber darj
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5558) sebagaimang telah di ubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa

«syang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

ez
e
P

i I?éfgara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indo%;sia Nomor 5694);

2%&@‘:55&?%11 Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Perigadaan Barang/Jasa Pemerintah;

26. Peraturan g%ﬁg&enteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentangs:*Ped
sebagaimana? telah  diuban beberapa kali terakhir
dengan Peratu.};%:% Menteri Dalam Negeri Nomor 21

» Tahun 2013, ang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri ng;m i\l{fé% Nomor 13 Tahun 2006 tentang

&
Pedoman Pengélolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Mentqg@;ﬁr%aﬂ’ah;ﬁwegeﬁ Nomor 16 Tahun 2007

i

valuasi Rancangan Peraturan

oman  Pengelolaan Keuangan Daerah

tentang Tata Cara )

Daerah tentang APBJiI)fdan Ra,g

Daerah tentang PenJabgi%anﬂrﬁngD sebagaimana diubah |
terakhir dengan Peratulfz;f‘,‘} f '
36 Tahun 2011 tentang%f’(erubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD ;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari APBD, sebagaimang telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

cangan Peraturan Kepala

Menteri Dalam Negeri Nomor

oY




Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
Dari APBD;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah
Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015

%‘tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan

‘dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

&"ﬁ

32&fj’eraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor
= 01 ’L‘ghun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
@1;; ‘?faip;ugan Daerah (Lembaran Daecrah Kabupaten
Ke%‘ula.uan Talaud Tahun 20 12 Nomor 01 Seri E);

DEWAN PERWAKILAN*RAKYAT DAERAH
KABUPATEN d;jEPU,LAUAN TALAUD

i,

,gdan
BUPATI KEPULAUAN TALAUD

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATE Y KEPULAUAN TALAUD
TENTANG ANGGARAN PEN APATAN DAN BELANJA
%? .
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2@16 ﬁa’j

‘{*&w‘vﬁaw

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai
berikut :

1. Pendapatan Rp. 825.968.805.149,00,-
2. Belanja Rp. 875.196.742.932,00.-
Surplus / Defisit Rp. 49.227.937.783,00,-




3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Rp. 63.180.000.000,00,-
b. Pengeluaran Rp. 13.952.062.217.00,-
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 49.227.937.783,00,-

Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan Rp. 0,00,-

Pasal 2
(1) Pendapatan Daera,h sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari ;

-;‘f.x v%

a. Pendapata;nwi\sh Egerah sejumlah Rp.17.053.942.592,00,-
b. Dana Pen:‘;:‘ba.n ﬁg;m sejumlah Rp.718.218.582.660,00,-

mm

C. Lain-lain pendapatan daera.h yang sah sejumlah Rp.90.696.279.897 ,00,-

(2) Pendapatan Asli Daer *v-qebacalmana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pendapatan :

a.
b. Retribusi Daerah sejumlah“aRp‘V 112, 230 200 00 -

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daer%g yang dipisahkan sejumlah Rp.0,00,-
d

Jjenis pendapatan :
‘a. Dana  bagi hasil pajak/bagi hasil _bukan  pajak  sejumlah
Rp.19.589.238.000,00,- : @3

b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp.493. 54 80'2§Q®O ,00,-

.
T

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp.205. 086"'5“42 660,00, -

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan :
a. Hibah sejumlah Rp.0,00,~
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
sejumlah Rp.5.088,928.897,00,-
¢. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp.0,00,-
d. Pendapatan Lainnya Rp.85.607.351.000,00,-



Pasal 3
(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.486.651.207.177, 00,-
b. Belanja Langsung sejumlah Rp.388.545.535.755,00,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis belanja :
a. Belanja pegawai sejumlah Rp.359.484.481.125,72,-
b. Belanja bunga sejumlah Rp.0,00,-
c. Belanja subsxch se_]uznlah Rp.0,00,-
d. Belanja. hlbah seJumJah Rp.3.215.000.000,00,-
€. Belanja bantuan sosxal sejumlah Rp. 2.256.000. 000,00,-
f. Belanja bagi hasﬂ seJuInlah Rp.1.116.744.800,00,-
g Belanja bantuan kcua.ngan sejumlah Rp.114.578.981.251 ,28,-
h. Belanja tidak terduga seJumlah Rp.6.000.000.000.00, -

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis belanja :
a. Belanja pegawai sejumlah Rp.27.051.702.559,00,-
b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 140.912.703.503,00,-
¢. Belanja modal sejumlah Rp.220.581.129.693,00,-

Pasal 4
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dlmaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah Rp.63.180.000.000 ,00,- Py
b. Pengeluaran sejumlah Rp.13.952.062. 217, 008

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (»l)v"ﬂuruf a terdiri dari jenis
pembiayaan :
a. Sisa lebih perhltungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya
(SiLPA) sejumlah Rp. 63.180.000. 000,00,-
b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.0,00,-

(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pembiayaan :

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp.0,00,-
b. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp.13.952.062.217 ,00,-




‘ Pasal 5
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 1n1, terdiri dari :
1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut
urusan pemerintahan daerah dan organisasi; |
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rek

gpitulasi Belanja menurut  Pemerintahan Daerah,
Organisasi SKPD Pfgram, dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rg&l;:& ﬁg;mla& Belanja Daerah untuk keselarasan dan

keterpaduan urusan peg;lqenntahan dderah dan fungsi dalam

kerangka pengelolaanfﬁeuangan negara;

Lampiran VI Daftar JumLalg.%Pegawm Per Golongan dan Per Jabatan;

Lampiran VII Daftar Piutang Daera.h

Lampiran VIII Daftar Penyer((@‘ hodd (Investasi) Daerah;

Lampiran IX Daftar perlnraam%penambahan dan pengurangan aset tetap

daerah; "

‘\ }&;

© ® N o

10. Lamplran X Daftar Perklraan»g }?@%@mbahan dan Pengurangan Aset Lain-

‘*’&’%&

lain;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan - keg1atan tahun anggaran sebelumnya
yang belum diselesaikan dan dianggark ‘s%};pmball dalam tahun anggaran
ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daérah; dan »

‘lfig;.sf%%aerah
&

s

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Q

Pasal 6
- Bupati Kepulauan Talaud menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan
APBD. '




Pasal 7
Peraturan Daerah ini mujaj berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap oréng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Melonguane
pada’ tanggal:-31 Desember 2015

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

SRI WAHYUMI MARIA MANALIP

NOREG PERATURAN DAERAH KA
SULAWESI UTARA : (1/2015) €
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